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BAGIAN PERTAMA

GARIS BESAR PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH



PENGERTIAN PBJP

“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan””



TUJUAN PBJP

Menghasilkan B/J yang tepat*

untuk setiap uang yang dibelanjakan

*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. 

Meningkatkan Penggunaan produk 

dalam negeri

Meningkatkan Peran serta UMK 

dan Koperasi

Meningkatkan Peran pelaku usaha 

nasional

Meningkatkan 

Keikutsertaan industri 

kreatif

Mewujudkan Pemerataan 

ekonomi dan perluasan 

kesempatan berusaha

Meningkatkan Pengadaan 

berkelanjutan

Mendukung  pelaksanaan penelitian 

dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil 

Penelitian

Tujuan 

PBJ



1) Meningkatkan Kualitas 
Perencanaan PBJ

2) Melaksanakan PBJ yang 
lebih transparan, terbuka 

dan kompetitif

3) Memperkuat kapasitas   
kelembagaan & SDM PBJ

4) Mengembangkan
E-marketplace PBJ

5) Menggunakan teknologi    
informasi dan komunikasi 
serta transaksi elektronik

6) Mendorong penggunaan 
Barang/Jasa dalam negeri 

& SNI

7) Memberikan kesempatan 
UMKM

8) Mendorong pelaksanaan 
penelitian & industri kreatif

9) Melaksanakan Pengadaan 
Berkelanjutan

KEBIJAKAN PBJP



PRINSIP PBJ

Efisien Efektif

Transparan Terbuka

Bersaing Adil

Akuntabel



ETIKA PENGADAAN DALAM PBJ

Tertib & 
Tanggung Jawab

Profesional, 
Mandiri & 

Menjaga 
Rahasia

Tidak saling 
mem-

pengaruhi

Menerima & 
tanggung jawab

Menghindari 
Conflict Of 

Interest

Menghindari dan 
Mencegah 
Pemborosan dan 
Kebocoran Uang 
Negara

Menghindari dan 
mencegah penyalah 
gunaan wewenang

Tidak menerima, 
menawarkan/ 
menjanjikan 

Etika

Pengadaan



GARIS BESAR PBJP

Identifikasi PBJ

Penetapan Jenis 
PBJ

Cara 

Konsolidasi dan 
Pemaketan

Waktu

Anggaran PBJ

Perencanaan Pengadaan terdiri 

atas: Perencanaan PBJ melalui 
Swakelola dan/atau Penyedia

Persiapan Swakelola

Penetapan sasaran

Penyelenggara 
Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

RAB

Persiapan PBJ Melalui 
Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan 
Kontrak

Menetapkan spesifikasi 
teknis/KAK

Menetapkan uang muka, 
jaminan uang muka, 

jaminan pelaksanaan, 
jaminan 

pemeliharaan,sertifikat 
garansi dan/atau 

penyesuaian harga

Pelaksanaan PBJ 
melalui Swakelola

Pelaksanaan 
Swakelola

Tipe (I, II, III, IV)

Pembayaran 
Swakelola

Pengawasan dan 
Pertanggungjawaban

Serah Terima Hasil 
Pekerjaan

Pelaksanaan PBJ 
melalui Penyedia

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan kontrak

Serah Terima Hasil 
Pekerjaan
(Selesai)

Perencanaan Persiapan Pelaksanaan

Persiapan Pemilihan

P
P

K



JENIS PENGADAAN PADA PBJP

Barang Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi Jasa Lainnya

PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI



JENIS PENGADAAN PADA PBJP

Pasal 1 ayat 1-3

Barang (B)

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup

Pekerjaan Konstruksi (PK)

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi (JK)

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan

yang mengutamakan adanya olah pikir.

Jasa Lainnya (JL)

Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.



JENIS PENGADAAN PADA PBJP (3/4)

Pasal 3 ayat 2

PBJ Terintegrasi

“Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan

secara terintegrasi”

B JKPK JL



CARA PELAKSANAAN PBJP 

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan atau kelompok masyarakat

Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha

Swakelola

Penyedia 



Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)  
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GARIS BESAR PBJP MELALUI SWAKELOLA

Pelaksanaan Swakelola

Penetapan Tipe 
Swakelola, Penyusunan 
Spek Teknis/Kak, RAB

Perencanaan Swakelola Persiapan 
Swakelola

Pengawasan Swakelola

Tim Penyenggara, Rencana  
Kegiatan, Jadwal Kegiatan, 

RAB, review spek 
teknis/KAK, finaliasasi dan 
penandatanganan kontrak 

swakelola

Administrasi Teknis Keuangan

Pelaksanaan Laporan

BAST

Penilaian
kinerja

Pembayaran

Sanksi



TIPE SWAKELOLA

direncanakan, 
dilaksanakan, 

dan diawasi oleh 
Kementerian/ 

Lembaga/ 
Perangkat 

Daerah 
penanggung 

jawab anggaran

direncanakan dan 
diawasi oleh 

K/L/PD 
penanggung 

jawab anggaran 
dan dilaksanakan 
oleh K/L/PD lain 

pelaksana 
Swakelola

direncanakan dan 
diawasi oleh 

K/L/PD 
penanggung 

jawab anggaran 
dan dilaksanakan 

oleh Ormas 
pelaksana 
Swakelola

direncanakan oleh K/L/PD 
penanggung jawab 
anggaran dan/atau 
berdasarkan usulan 

Kelompok Masyarakat, 
dan dilaksanakan serta 
diawasi oleh Kelompok 
Masyarakat pelaksana 

Swakelola

Pelaksana: K/L/PD lain, 
PTN K/L Lain, BLU atau 
BLUD K/L/PD Lain, atau 
UKPBJ K/L/Pemda lain 

sebagai agen Pengadaan

PTN, BLU atau BLUD OMS, PTS atau 
Asosiasi Profesi



Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)  
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Perencanaan 
Pengadaan 

PA/KPA
/PPK

Spesifikasi Teknis
RAB
Pemaketan
Konsolidasi
Biaya pendukung 

Persiapaan Pengadaan/
Persiapan Pemilihan 

PPK/Pokja/PP/UKP
BJ 

Spesifikasi Teknis
HPS
Rancangan Kontrak
Uang muka
Jaminan-jaminan
Penyesuaian harga
Metode Pemilihan
Metode Evaluasi
Metode Penyampaian

Pelaksanaan Pemilihan 

PPK/Pokja/PP/UKPBJ/
Agen Pengadaan/

Pengumuman/Undangan, 
pendaftaran dan pengambilan 
dokumen pemilihan, pemberian 
penjelasan, penyampaian 
dokumen penawaran, evaluasi

E marketplace Pengadaan

Pelaksanaan Kontrak 

PPK
Penyedia

Pemberian uang muka, 
pembayaran prestasi 
pekerjaan, 
penyesuaian harga, 
penghentian kontrak, 
kahar

Kualifikasi Penetapan 
Pemenang 
- sanggah Reviu SPPBJ

B/J

Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

Kontrak STHP

GARIS BESAR PBJP MELALUI PENYEDIA



E-Purchasing

tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui 

sistem katalog elektronik

Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya

Metode Pemilihan Penyedia

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 200 

Juta Rupiah

Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak 400 

Juta Rupiah

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak 100 Juta 

Rupiah

Penunjukan Langsung

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa 

Lainnya dalam keadaan tertentu

Tender Cepat
dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah 
terkualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia 
untuk pengadaan yang:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat 
ditentukan secara rinci;atau
b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek

Tender
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Jasa Lainnya denga nilai diatas Rp. 200.000.000 

atau pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas 

Rp.400.000.000

Seleksi

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi dengan nilai diatas 100 Juta Rupiah



BAGIAN KEDUA

IMPLEMENTASI E-PURCHASING
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E- purchasing adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa 
melalui sistem katalog elektronik

“Katalog elektronik merupakan platform 
elektronik yang memuat informasi 
barang/jasa, harga, penyedia atau 
pelaksana swakelola, dan/atau informasi 
lainnya” (Pasal 72 Ayat 1 Perpres 46/2025)



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
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pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara/anggaran belanja daerah.



a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan 

Barang/Jasa;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka 

Acuan Kerja (KAK);

d. Menetapkan rancangan kontrak;

e. Menetapkan HPS;

f. menetapkan besaran uang muka yang akan 

dibayarkan kepada Penyedia;

g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai 

paling sedikit di atas Rp. 200.000.000;

i. Menginput e-kontrak dan mengendalikan 

Kontrak;

j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 

dokumen pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian 

kegiatan kepada PA/ KPA;

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan 

kegiatan kepada PA/KPA dengan berita 

acara penyerahan;

TUGAS DAN KEWENANGAN PPK
m. menilai kinerja Penyedia;

n. Menetapkan tim pendukung;

o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;dan 

p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa

Selain melaksanakan tugas tersebut, PPK 

melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari 

PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan 

pihak lain dalam batas anggaran belanja yang 

telah ditetapkan

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan 

Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari 

APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan 

tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf m, sepanjang PPTK memenuhi 

persyaratan kompetensi PPK



PEJABAT PENGADAAN
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pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan 

Langsung, dan / atau E-purchasing

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

TUGAS
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Katalog elektronik dapat diakses melalui https://katalog.inaproc.id/
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Design About Parkour

Pelaku Pengadaan

Pejabat Pengadaan melaksanakan e-

purchasing dengan nilai paling banyak 200 

Juta rupiah

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan 

e-purchasing paling sedikit diatas 200 Juta 

rupiah



PPK menyusun dokumen 

persiapan pengadaan:

• RAB (nilai sampai 100 

Juta) / HPS (nilai diatas 

100 Juta)

• Spesifikasi Teknis

• Rancangan Surat Pesanan

PERSIAPAN

Wajib dibuat dalam 
kertas kerja persiapan

PELAKSANAAN 

PEMILIHAN

PPK/PP melakukan 

pemilihan penyedia melalui 

katalog elektronik :

• Negosiasi

• Mini kompetisi 

• Competitive catalogue

Wajib identifikasi 3 
penyedia sebelum 

memilih

PELAKSANAAN 

KONTRAK

• Penyedia dan PPK 

melakukan perikatan 

kontrak (Surat Pesanan)

• Penyedia mengirimkan 

barang / melaksanakan jasa 

yang dikontrakan

• PPK melakukan 

pemeriksaan barang/jasa yg 

dilakukan penyedia

• PPK dan Penyedia 

melakukan serah terima, 

tuangkan dalam BAST

• Penilaian penyedia



28



29



BAGIAN KETIGA

Identifikasi Paket E-Purchasing 

Pada OPD/Unit Kerja Pemda

Kabupaten Pulau Morotai

Tahun Anggaran 2026
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Jumlah Paket Penyedia Pada OPD/Unit Kerja Lingkup Pemda Kabupaten Pulau Morotai
Tahun Anggaran 2026

(data diambil dari https://data.inaproc.id/ per 22 April 2026)
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Realisasi Paket E-Purchasing Pada OPD/Unit Kerja
Lingkup Pemda Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026

(data diambil dari https://data.inaproc.id/ per 22 April 2026)



xz01 Minim pemahaman PA/KPA/PPK/PP

02Porsi Anggaran PBJ

Identifikasi Penyebab

03 PBJ dilakukan secara manual

04Ketersediaan Pelaku Usaha Lokal



BAGIAN KEEMPAT

DISKUSI - TANYA JAWAB




